BAB V

PENUTUP

l. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum

ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai uraian yang dijelaskan dalam

penulisan ini yakni sebagai berikut:

1.

Bank memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum
yakni dimana bank tidak melakukan perbuatan dalam hal
memberikan perlindungan lebih dalam menjaga keamanan akun
internet banking nasabah, kelalaian bank tersebut menyebabkan
nasabah kehilangan dana di rekeningnya, sehingga bank tetap
harus memberikan pertanggungjawaban atas kelalaiannya
meskipun terdapat kelalaian yang dilakukan pihak ketiga yaitu
pihak provider.

Sejak tahun 2011 setelah hadirnya OJK dalam sistem lalu lintas
keuangan Bank Indonesia mengalihkan sebagian kewenangannya
untuk mengatur secara teknis proses atau mekanisme dalam dunia
perbankan. Dalam menangani kasus ini, Bank Indonesia masih
memiliki wewenang karena kasus ini berkaitan dengan sistem
pembayaran yang masih menjadi bidang tugas kewenangan Bank
Indonesia. Dalam hal memberikan perlindungan kepada
konsumen, Bank Indonesia juga dapat berkoordinasi dengan
otoritas, kementerian dan/atau lembaga yang berhubungan dalam
penerapan perlindungan konsumen seperti Otoritas Jasa Keuangan,
Konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada badan atau
lembaga penyelesaian sengketa seperti Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau kepada Bank Indonesia, dalam
hal tidak dicapainya kesepakatan dari hasil penanganan dan
penyelesaian yang dilakukan oleh bank. LAPS dalam
sektorperbankan memiliki beberapa alternatif solusi dalam
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1. Saran

nenangani masalah sengketa sehingga dapat diselesaikan dengan
cepat dan lancar, dengan adanya LAPS dalam sektor perbankan

dapat menjadi alternatif untuk penyelesaian sengketa perbankan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis pada BAB IV, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Sebagai bentuk perlindungan kepada nasabahnya, bank perlu
meningkatkan keamanan pada sistem yang dimiliki bank dalam
pelindungan akun, penggantian password dan hal-hal yang
menyangkut akses terhadap akun milik nasabah, memperbaiki dan
meningkatkan mitigasi risiko keamanan.

Meskipun telah mengikuti semua protokol keamanan, nasabah
masih harus tetap waspada dan melakukan pengecekan secara
berkala terhadap akunnya dalam rangka mengantisipasi apabila
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat ditindaklanjuti
dengan segera.

Bank Indonesia, OJK, beserta asosiasi bank perlu melakukan
sosialisasi secara berkala mengenai ragam kejahatan-kejahatan
dalam perbankan yang semakin canggih dalam era digital ini dan
cara mengantisipasinya agar dapat dilakukan pencegahan dan

perlindungan terhadap data-data nasabah.
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